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Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru membawa
perubahan mendasar dalam paradigma pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Kegiatan
pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa SMAN 4
Pekanbaru terkait batasan dan aturan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023. Metode pelaksanaan yang diterapkan menggunakan pendekatan Sosialisasi Terpadu dan
Partisipatif melalui tiga tahapan sistematis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam
pelaksanaannya, tim pengabdi mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah
(Focus Group Discussion), serta simulasi studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya
antusiasme yang tinggi dari 48 peserta yang terdiri dari siswa dan guru selama interaksi
berlangsung. Berdasarkan evaluasi kuantitatif melalui perbandingan nilai kuesioner, terjadi
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peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan berkisar antara 80% hingga 85%. Melalui
program ini, para siswa berhasil diarahkan dari pandangan hukum yang bersifat punitif menuju
pemikiran yang mendukung prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, UU No. 1/2023, SMAN 4 Pekanbaru, Keadilan
Restoratif.

PENDAHULUAN

Perjalanan hukum pidana materiel di Indonesia merupakan sebuah narasi panjang yang
merefleksikan upaya kedaulatan hukum sebuah bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia
secara tseknis masih mengadopsi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS) sebagai
basis utama hukum pidananya (Nasution et al., 2024). Keberlakuan regulasi warisan kolonial ini
secara konstitusional disandarkan pada Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan
yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini.” Ketentuan transisi ini menjadi jembatan hukum guna menghindari kekosongan hukum
(rechtsvacuum) di tengah masa awal kemerdekaan yang belum stabil (Na’imah, 2015). Melalui
pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kedudukan
WvS tersebut kemudian dipertegas sebagai dasar hukum pidana yang berlaku bagi seluruh wilayah
Indonesia (Harahap et al., 2023), namun tetap dengan esensi substansi yang berakar pada
paradigma pidana klasik Belanda yang lebih menekankan pada aspek retributif atau pembalasan.

Setelah lebih dari tujuh dekade bergantung pada aturan asing, Indonesia akhirnya mencapai
tonggak sejarah baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) (Situmeang & Meilan, 2025). Perubahan ini
bukan sekadar pergantian teks hukum, melainkan sebuah perubahan paradigma total (paradigm
shift) dari hukum pidana yang bernuansa kolonial menuju hukum pidana yang bernafaskan nilai-
nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang universal (Ishwara, 2023). UU No. 1/2023 dirancang
untuk menyeimbangkan antara perlindungan individu, perlindungan masyarakat, serta kepentingan
negara. Transformasi ini menjadi krusial karena ia memperkenalkan konsep-konsep modern seperti
keadilan restoratif, pemasyarakatan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat
(living law) (Rahmah & Mustar, 2025). Dengan demikian, pemahaman terhadap UU No. 1/2023
menjadi kewajiban mendesak bagi seluruh elemen bangsa, terutama bagi generasi muda yang akan
tumbuh di bawah rezim hukum baru ini, guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan
memiliki pola pikir sesuai jati diri bangsa.

Kedudukan UU No. 1/2023 dalam struktur hukum Indonesia berfungsi sebagai pedoman
umum (general part) yang berupaya merestrukturisasi konsep-konsep pidana materiel yang selama
ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan bersifat khusus (lex specialis) (Irfani,
2020). Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa transisi dari KUHP
lama ke KUHP nasional berjalan tanpa tumpang tindih norma. Hal inilah yang melatarbelakangi
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lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU No. 1/2026)
(Shelomita & Marwinata, 2026). Kehadiran UU No. 1/2026 bertujuan memberikan penegasan
kembali atas ketentuan materiel tertentu dalam UU No. 1/2023, sekaligus berfungsi sebagai
instrumen sinkronisasi bagi peraturan perundang-undangan sektoral yang terdampak oleh
perubahan rezim KUHP (Kurniawan, 2022). Konteks ini sangat penting karena UU No. 1/2026
bertindak sebagai penghubung yang "menghidupkan kembali" atau menyesuaikan ketentuan-

ketentuan lama agar tetap relevan dan selaras dengan pola pemidanaan baru yang diusung oleh
KUHP Nasional.

Korespondensi antara UU No. 1/2023 dan UU No. 1/2026 menciptakan sebuah sistem
koherensi pola pikir yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam
ranah implementasi (Mashendra & Corrin, 2024). Tanpa pemahaman yang kuat mengenai
bagaimana kedua undang-undang ini saling berinteraksi, risiko terjadinya disorientasi penegakan
hukum dalam menangani tindak pidana materiel menjadi sangat besar. Bagi masyarakat luas,
pemahaman ini menjamin adanya kepastian hukum bahwa tindakan-tindakannya akan dinilai
berdasarkan standar pidana nasional yang sudah diperbarui (Arafah & Hikmah, 2024). Penekanan
pada UU No. 1/2026 memastikan bahwa asas legalitas dan asas kemanfaatan dapat berjalan
beriringan, di mana aturan-aturan teknis menyesuaikan diri dengan filosofi pemidanaan yang lebih
humanis. Oleh karena itu, pengenalan terhadap interaksi kedua regulasi ini menjadi substansi
pokok dalam setiap kegiatan literasi hukum demi membangun kerangka berpikir yang deduktif dan
sistematis di tengah masyarakat.

Urgensi pengabdian ini semakin nyata jika meninjau realitas sosiologis terkait dinamika
perilaku remaja di Indonesia. Data nasional dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan
tren fluktuatif namun cenderung mengkhawatirkan pada angka kenakalan remaja (juvenile
delinquency) (Nuansa & Syah, 2022). Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan laporan keterlibatan anak dalam tindak
pidana kekerasan di ruang publik (seperti fenomena tawuran dan klitih) serta kejahatan siber
(cybercrime) yang melibatkan remaja usia sekolah. Peningkatan ini mencapai angka yang
signifikan, di mana pada akhir 2025 tercatat kenaikan sekitar 12% kasus anak berhadapan dengan
hukum (ABH) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Aditya & Yudiantara, 2025). Fakta ini
menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana efektivitas literasi hukum yang diberikan
kepada para remaja selama ini, terutama terkait konsekuensi logis dari tindakan mereka di mata
hukum pidana materiel yang baru.

Kekhawatiran ini menjadi kian mendesak mengingat tepat pada tanggal 2 Januari 2026, UU
No. 1/2023 secara resmi diberlakukan penuh sebagai basis utama hukum pidana nasional.
Berlakunya KUHP Nasional ini secara otomatis menggantikan rezim UU No. 1/1946 yang telah
berakar selama puluhan tahun (Ishwara, 2023). Perubahan rezim ini membawa serta perubahan
dalam aturan pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak dan remaja. Jika sebelumnya
pemahaman hukum didasarkan pada logika kolonial yang cenderung punitif, maka KUHP Nasional
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membawa nuansa nasionalisme yang menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi tanpa
mengabaikan sisi keadilan bagi korban (Natalis, 2023). Tanpa adanya sosialisasi yang masif sejak
dini, terdapat jurang pemisah (gap) antara keberlakuan hukum secara yuridis dan pemahaman
hukum secara sosiologis di kalangan siswa sekolah menengah (Bidjuni et al., 2025). Hal ini sangat
berisiko menyebabkan para remaja terjebak dalam masalah hukum hanya karena ketidaktahuan
mereka terhadap perubahan standar perilaku yang dilarang oleh negara.

Dalam konteks tersebut, pemberian pemahaman kepada siswa tingkat menengah atas
menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari ketidaktahuan hukum. SMA
Negeri 4 Pekanbaru dipilih sebagai lokus pengabdian karena posisinya sebagai salah satu institusi
pendidikan unggulan di Riau yang memiliki populasi siswa yang heterogen dan dinamis. Para siswa
di tingkat ini berada pada fase transisi menuju kedewasaan, di mana mereka mulai memikul
tanggung jawab hukum secara penuh. Melalui program peningkatan pemahaman ini, siswa/i
SMAN 4 Pekanbaru akan diberikan bekal pengetahuan mengenai substansi KUHP baru, khususnya
mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindakan yang dikategorikan
pidana, serta prosedur penyelesaian perkara yang berbasis pada keadilan restoratif sebagaimana
diamanatkan oleh UU No. 1/2023.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan
Sosialisasi Terpadu dan Partisipatif, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis yaitu
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Pratiwi et al., 2025). Tahap persiapan diawali dengan
pemetaan kebutuhan kognitif siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru melalui observasi awal dan
penyusunan modul edukasi yang menyelaraskan substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
(KUHP Baru) dengan realitas kenakalan remaja saat ini. Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi
dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion)
(Qoroni & Winarwati, 2021), dan simulasi studi kasus untuk menjembatani teori hukum pidana
materiel yang kompleks ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh remaja. Pendekatan ini
memastikan bahwa transfer pengetahuan tidak berlangsung satu arah, melainkan menciptakan
ruang dialektika di mana siswa dapat mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana anak dan
prinsip keadilan restoratif secara mendalam (Bongini et al., 2025). Keseluruhan alur ini dilakukan
secara holistik untuk memastikan bahwa transformasi paradigma hukum dari kolonial ke nasional
tersampaikan secara akurat dan kontekstual.

Komponen indikator keberhasilan dalam metode sosialisasi ini mencakup dimensi input,
proses, dan output yang harus terpenuhi secara komprehensif guna menjamin efektivitas program
(Nur Wardhani, 2018). Indikator input ditekankan pada relevansi materi literasi hukum yang
disusun berdasarkan interaksi antara UU No. 1/2023 dan UU No. 1/2026, serta kualifikasi
narasumber yang memiliki kompetensi pedagogis dalam menyampaikan isu hukum kepada audiens
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sekolah menengah. Indikator proses melibatkan tingkat partisipasi aktif siswa, efektivitas
penggunaan alat bantu visual atau media interaktif, serta kemampuan fasilitator dalam mengelola
dinamika diskusi terkait isu-isu sensitif seperti sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif
(Lestariningsih et al., 2021). Secara sistematis, komponen-komponen ini dirancang untuk
menyentuh aspek afektif siswa, sehingga pemahaman hukum tidak hanya berhenti pada hafalan
pasal, tetapi meresap menjadi kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme hukum dan tanggung jawab
sosial yang melekat pada status mereka sebagai warga negara.

Keberhasilan peningkatan pemahaman siswa diukur melalui indikator capaian yang
holistik, yang mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif sebagai tolok ukur akhir dari metode
pelaksanaan ini. Indikator kuantitatif diidentifikasi melalui selisih nilai rata-rata antara pre-test dan
post-test yang diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi (Yanto et al., 2020), guna melihat
persentase kenaikan penguasaan materi mengenai batas usia pertanggungjawaban dan jenis-jenis
pidana bagi anak. Sementara itu, indikator kualitatif dinilai dari kemampuan siswa dalam
memberikan penilaian kritis (preskripsi hukum sederhana) terhadap skenario kasus kenakalan
remaja yang diberikan, serta adanya perubahan persepsi dari pandangan punitif menuju pandangan
yang mendukung keadilan restoratif (Fridawati et al., 2024). Secara preskriptif, evaluasi ini akan
memberikan gambaran apakah siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru telah memiliki pola pikir yang
koheren dalam menghadapi implementasi KUHP Baru sejak pemberlakuannya di Januari 2026.
Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, program pengabdian ini dapat dinyatakan
berhasil dalam menciptakan regenerasi masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap aturan
pidana materiel nasional.

HASIL

Wido:
Ekatjahjana

Gambar 1. Paparan dari Tim Pengabdian kepada Siswa/i SMAN 4 Pekanbaru
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Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah
dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 di SMA N 4 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00
WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 48 orang. Banyak dari
Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting
dalam peraturan ini yang harus diberikan pamahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga. Guru
Sekolah Berharap Kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi Khusus kepada Orang Tua Siswa SMA 4
Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian
acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara
sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan
bahwa adanya hasil transfer ilmu pegetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang
direncanakan oleh tim pengadian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil
interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Siswi sangat berterimakasih atas kehadiran Tim
Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti
ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak anak belakangan ini mulai terjadi di
Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pemateri, diantaranya tentang
equality before the law apakah sudah teraplikasi dengan baik. Pemateri Dr. Robert Libra, S.H M.H
menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan
orang tua harus cerdas hukum seperti yang inginkan pemerintah RI.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan
manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan
Penanggulangan dan pertanggungjawaban Pidana Anak. Hal itu disimpulkan tim pengabdian
kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan
cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi. Sebelum pemberian tes awal
tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang
Peraturan terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak.
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Gambar 2. Foto Bersama

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat
maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di
dalam kuisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan
hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang
diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisioner
pre-test dan post-test berikut:

Tabel 5.1. Hasil Kuisioner Pre-Test dan Post-Test

AWABA JAWABAN
JAWABAN
. | PERTANYAA KUISIONER
NO N N KUISIONER AWAL
AKHIR
Dasar Hukum tentang | A. 13 = 36% A. 48 = 100%
Pencegahan tindak B 12= 33% B 0= 0%
kekerarasan pada anak
adalah: C. 11= 31% C. 0=0%
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A. Permendikbud Nomor
46 Tahun 2023

B. UU No. 2 Tahun 2004

C.UU. No. 3 Tahun
1992

Kunci: A

Dasar Hukum tentang

Pidana adalah :

A. PP No. 78 tahun 11 = 28% A, 0=0%
2015 11=33% B. 1=13%

B. KUH Perdata 14 = 39% C. 47=97%

C. KUH Pidana

Kunci: C

Instansi Pemerintah

dibidang Hukum adalah

adalah: A 48 = 100%

A. Kementrian Hukum 17 = 47% B. 0 =0%

B. Kemenag 13 = 36% C. 0=0%

C. Kemenlu 6 =17%

Kunci: A

Contoh Tindak Pidana

Anak adalah:

a) kebaikan 13 = 36% A0 =0%

b) Penganiayaan 12 = 33% B. 36 = 100%

¢) Pertolongan 11=31% C. 0 =0%

Kunci: B

Peraturan Menteri 17 = 47% A O0=0%

Pendidikan Dan
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Kebudayaan RINomor42 | B. 13 = 36% B. 36 = 100 %
Tahun 20231 ¢ 6=17% C.0=0%
Tentang?..............
A. Pidana
B. Pencegahan  tindak
kekerasan di
lingkungan
pendidikan
C. Pencegahan  tindak
kekerasan di
lingkungan
mahasiswa
Kunci: B

Sumber Data : April 2026

-

ot .
Menjadl |
‘ v tus Reid
pakar Krlmlnologl sue T
Menurut P2

atan adalah suatv yang
maupun dilakukan oleh
—- = b

vang

“Kejoh:

seseorangd yangdan 2

oleh Negara sebag
‘ataupun Pelanggaran.

ai Kejahatan

Anak yang Berkonflik
— Gerssan Hukum

Gambar 3. Paparan dari Tim Pengabdian kepada Siswa/i SMAN 4 Pekanbaru
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Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak
sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Peraturan Penanggulangan dan
pertanggungjawaban Pidana Anak. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan
pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 80% sampai dengan 85% dari sebelumnya, karena
pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test
dan post test diatas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 4 Pekanbaru pada 19 Mei
2026 yang diikuti oleh 48 peserta berjalan dengan sangat sukses dan tanpa hambatan yang berarti.
Melalui instrumen evaluasi yang sistematis, ditemukan adanya lonjakan pemahaman yang
signifikan dari para peserta mengenai regulasi pertanggungjawaban pidana anak. Hasil
perbandingan kuesioner pre-test dan post-test secara kuantitatif membuktikan terjadinya
peningkatan pengetahuan hukum khalayak sasaran berkisar antara 80% hingga 85%. Sebelum
pemaparan materi dilakukan, sebagian besar siswa dan guru belum mengetahui substansi mendasar
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang baru ini. Namun, setelah
interaksi dan simulasi kasus diberikan, para peserta menunjukkan antusiasme yang luar biasa serta
mampu menjawab seluruh pertanyaan evaluasi dengan tepat dan akurat. Diskusi interaktif juga
berjalan dinamis, salah satunya ditandai dengan pertanyaan kritis siswi mengenai pengaplikasian
asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kesadaran hukum baru yang terbentuk
ini secara holistik mengubah cara pandang punitif siswa menuju paradigma pembinaan berbasis
keadilan restoratif. Merespons keberhasilan transfer ilmu ini, pihak sekolah menaruh harapan besar
agar program serupa dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran
serta orang tua siswa.
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